SALINAN

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan

Mengingat

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
PADA PT. BANK SULUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

pembangunan perekonomian daerah serta

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
sepakat diadakan kerjasama untuk menginvestasikan
sejumlah modal antara Pemerintah Provinsi Sulawesi

Utara dengan PT. Bank Sulut;

b. bahwa untuk mendukung peningkatan pendapatan asli
daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu
melakukan penambahan penyertaan modal

PT. Bank Sulut;

c. bahwa Dberdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan
Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada PT. Bank

Sulut.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain
Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2102);



10.

2

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



Menetapkan :

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2014;

Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 9
Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada
Badan Usaha (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara
Tahun 2006 Nomor 8);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8
Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada PT. Bank Sulut
(Lembaran Daerah Propinsi Sulwesi Utara Tahun 2008
Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA PADA
PT. BANK SULUT



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

(1)

(2)

(3)

(4)

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara;

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara;

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Lembaga
Legislatif Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Sulawesi Utara;

Penyertaan Modal adalah penggunaan aset untuk
memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden,
royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Provinsi akan melakukan penambahan
penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT.
Bank SULUT.

Nilai penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 500.000.000.000,-
(ima ratus miliar rupiah) dan dilaksanakan secara
bertahap.

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan
keuangan daerah.

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



BAB III
PENGAWASAN

Pasal 3

(1) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili
Pemerintah Provinsi untuk melakukan pengawasan atas
penyertaan modal pada PT. Bank SULUT.

(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mempunyai kemampuan di bidang perbankan
dan keuangan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, = memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkandi Manado
Pada tanggal 23 Desember 2013

GUBERNUR SULAWESI UTARA,
ttd
S.H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
ttd

S. R. MOKODONGAN
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2013 NOMOR 5



